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The position of the heir who has apostatized is a barrier for him to get the inheritance from
the heir, this is because the distribution of inheritance must be given to heirs who are
Muslim. The barrier to inheritance is killing. The majority of scholars agree that the heir
who kills his muwarris is prevented from receiving an inheritance because his rights as an
heir have fallen due to the murder. The killing of his prospective muwarris was an act that
severed the ties of silaturrahmi between them as relatives. Kinship relationship is one of
the causes of inheritance relations between muwarris and their heirs.
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Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk
mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta
warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Penghalang kewarisan

adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh
muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah
gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon
muwarrisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka sebagai
kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris

mewarisi diantara muwarris dan ahli warisnya.
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1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang
yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum
yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal
serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (Effendi Perangin, 2003: 3). Bilamana orang
membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu
seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan
meninggalkan orang—orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila
terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang
sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-
hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban
seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur
cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada
para warisnya.

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya
dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek
kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu
penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Pada
asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda
saja yang dapat diwariskan.
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Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya
dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau
ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-
undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu
juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833 Burgerlijk
Wetboek, artinya anggota keluarga orang yangmeninggal dunia tersebut yang menggantikan
kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris
menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan “Saisine” Pasal
833 (1) Burgerlijk Wetboek. (Effendi Perangin, 2003: 8).

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung ‘“uit
eigen hoofde” dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “bij plaatsvervulling”. Mewaris
dengan cara mengganti atau ahli waris “bij plaatsvervulling” dimungkinkan adanya penggantian
kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya
dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang
digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu.

2. METODE PENELITIAN.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Imu pengetahuan maupun
teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis, dan konsisten. (S, Soekanto, 2007) Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian normatif din empiris, yakni penelitian hukum yang
memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian
semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombaikan kedua tipe penelitian
sebagimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. (Nawi, S., 2014). Pada penulisan ini,
pendekatan konseptual (conseptual approach) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan
permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada. (AbdulKadir, 2014) Hasil yang
ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan
menggambarkan suatu mekanisme Plaatsvervulling(Ahli Waris Pengganti) disebabkan
Murtad, Membunuh serta Hilang (Mafqud) menurut UU dan KHI.

3. PEMBAHASAN

Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris
merupakan suatu penghalang dari suatu pewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b
yang menyatakan pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan. Dalam pasal yang sama 171 point ¢ menyatakan ahli waris adalah orang yang pada
saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
beragama Islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Tidak ada pasal dalam KHI tentang
waris orang murtad akan tetapi bisa merujuk pada Sabda Rasulullah. (Fitra Endah Angraini
Saragih, 50-52).

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk
mendapatkan harta walrisaln dalri pewalris hall ini dikalrenalkaln balhwal pembalgialn halrtal
walrisaln halrus diberikaln kepaldal alhli walris yalng beralgalmal Islalm. Hall ini sesuali dengaln
Salbdal Ralsulullalh SAIW:

“Alrtinyal: telalh menceritalkaln kepaldal kalmi Albu ,,Alshim dalri Ibnu Juralij dalri Ibnu
Syihalb dalri Alli bin Husalin dalri Almru bin Utsmaln dalri Usalmalh bin Zalid
raldiyalllalhu,,alnhumal, Nalbi SAIW bersalbdal: oralng muslim tidalk mewalrisi oralng kalfir,
daln oralng kalfir tidalk mewalrisi oralng muslim”.

Seoralng alnalk yalng telalh menjaldi murtald dalpalt menerimal balgialn dalri halrtal
walrisaln dengaln jallaln hibalh jaldi halk yalng dalpalt diterimal oleh alnalk yalng telalh murtald
terhaldalp halrtal walrisaln dalri pewalris yalng beralgalmal Islalm aldallalh dengaln melallui
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hibalh daln kealdalalnnyal berdalsalrkaln besalrnyal hibalh sebesalr-besalrnyal 1/3 dalri halrtal
pemberialn hibalh daln pemberialn hibalh halrus diberikaln paldal salalt pewalris malsih hidup
dengaln balgialn palling balnyalk sebesalr 1/3 dalri halrtal walris.

Walsialt menurut KHI aldallalh pemberialn sualtu bendal dalri pewalris kepaldal oralng lalin
altalu lembalgal yalng alkaln berlalku setelalh pewaris meninggal dunia setiap orang dapat
membuat wasiat atau harta miliknya namun ia harus berumur minimal 21 tahun dan memiliki akal
yang sehat ketika membuat wasiat. Namun terdapat pengecualian dalam pasal 172 KHI yang
menyebutkan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau
anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dalam KHI, pemberian wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari
harta warisan. poin penting lainnya yang pewaris harus ingat ialah wasiat tidak boleh diberikan
kepada orang yang merawat atau yang memberi tuntutan rohani sewaktu pewaris sakit hingga
meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas bahwa wasiat tersebut harus membalas jasa
yang sudah diberikan. Wasiat juga akan batal apabila calon penerima wasit berdasarkan putusan
hakim dihukum karena:

1) Dipersilahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada
pewasiat.

2) Dipersilahkan secara mau fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3) Dipersilahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau
mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

4) Dipersilahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat.

Jadi hukum waris Islam pewaris dapat membuat wasiat atau untuk siapapun. Usia tersebut
dapat dilakukan secara lisan maupun melalui notaris. Tetapi dalam KHI terdapat ketentuan khusus
di mana seseorang yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat harus beragama Islam sehingga
seorang yang telah pindah agama menjadi non muslim tidak berhak lagi untuk menjadi ahli waris.

Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU

Dalam putusan ini banyak faktor yang mempengaruhi majelis hakim dalam menetapkan
suatu putusan khususnya putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU, dan merupakan dasar-dasar hukum
dalam mengambil putusan seperti aturan hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum yang hidup
dimasyarkat serta terpenting menjunjung rasa keadilan diantaranya yang dilihat dari hati nurani
hakim.® Selain itu ada beberapa faktor yang paling menonjol sebagai pertimbangan hakim yakni
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 jo
Nomor : 51.K/AG/1995, tanggal 29 September menyatakan : “anak murtad dapat menerima
harta dengan jalan wasiat wajibah apabila pewaris ketika masih hidup tidak ada memberikan
wasiat”.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) jo pasal 185 ayat (1) jo dalil fikih
dalam kitab Tafsir al-Ma’sur fi’ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang bermakna : “4pabila sebuah ahli
waris laki-laki dan perempuan berkumpu (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima
harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau
isteri;

Serta dengan dalil fikih dalam kitab Al Tirkah wal Mirats dil Islam, karangan DR.
Muhammad Yusuf Musa, halaman 169, yang bermakna : “Tidak ada saling mewarisi antara
orang muslim dengan orang non muslim”.

Dari dalil-dalil fikih maka majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dan
mengambilnya sebagai faktor yang mempengaruhi putusan, sehimgga putusan yang dikeluarkan
tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hak Waris Anak Murtad Pasca Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 368.K/AG/1995 jo

51.K/AG/1995 pada perkara No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU
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Dalam putusan dijelaskan bahwa pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari
almarhum Kemal Fachruddin, yang digunakan keperluan balik nama sertifikat dan penjualan harta
peninggalan almarhum Kemal Fachrudin sumartono. Almarhum Kemal Facrudin Sumartono telah
meninggal dunia pada tanggal 30Juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris 4 (orang laki-laki
kandung, serta 1 (satu) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak yang bernama Ingresjz
Kemalawarto.

Bahwa anak kandung almarhum Kemal fachrudin Sumartono yang bernama Ignesjz
Kemalawarta, beragama Kristen. Hall ini didalsalrkaln kepaldal pengalkualn pemohon daln
keteralngaln palral salksi yalng dihaldirkaln Pemohon I.

Balhwal alnalk allmalrhum Kemall Falchrudin Sumalrtono yalng bernalmal Ignesjz
Kemallalwalrtal beralgalmal non muslim, malkal meskipun sebalgali alhli walris, nalmun
terhallalng untuk mendalpaltkaln halrtal walrisaln dalri allmalrhum Kemall Falchrudin
Sumalrtono.

Meskipun Ignesjz Kemallalwalrtal terhallalng untuk mendalpaltkaln halrtal walrisaln dalri
allmalrhum Kemall Falchrudin Sumalrtono, nalmun Ignesjz Kemallalwalrtal malsih dalpalt
menerimal halrtal walrisaln dalri allmalrhum Kemall Falchrudin Sumalrtono dengaln jallaln
walsialt. Alpalbilal allalmalrhum ketikal malsih hidupnyal tidalk aldal memberikaln walsialt,
maka Ignesjz Kemalawarta dapat menerima harta dengan jalan wasiat wajibah. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama menyatakn mengenai hasil
putusan yakni Faktor dan pertimbangan hakim dalam memutus masalah waris khususnya anak
murtad Terjadi diskriminasi merupakan konsekuensi bahwa anak tersebut murtad kemudian
oleh Mahkamah Agung dengan yurisprudensinya Nomor 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998
disebutkan jadi sebagai kompensasi yang sebenarnya Islam itu tidak membeda- bedakan tetapi,
kemudian dari agamanya tidak membatasi dia untuk mendapatkan hakwaris murni sehingga oleh
Mahkamah Agung di beri porsi berupa wasiat wajibah danpembagianya itu disamakan dengan ahli
waris yang lain dalam arti sama dengan porsiwasiat wajibah yang lainnnya dan tidak membedakan
porsi dalam kelamin contoh perempuan dan laki-laki.” Oleh sebab itu maka putusan Mahkamah
Agung jangan disalah artikan terlebih mendapat waris. Karena seorang berhak mendapat waris
apabila adanya perkawinan dan hubungan nasab jadi hubungan keperdataan bukan berarti
hubungan nasab.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah di putus majelis hakim pada
perkara No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu dalam putusan No. 84/Pdt.P/2012/PA.JU
majelis hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung atau disebut dengan yurisprudensi dan
yang harus dipentingkan yakni rasa keadilan.

PLAATSVERVULLING (AHLI WARIS PENGGANTI) DISEBABKAN MEMBUNUH
Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang
membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris
telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon
muwarrisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka sebagai
kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi
diantara muwarris dan ahli warisnya. (Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, 1999: 55-
56). Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan
maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak
boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat. Membunuh muwarrisnya
disinyalir ada indikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Pembunuhan sebagai
halangan mewarisi adalah salah satu cara untuk mencegah seseorang yang ingin mempercepat
proses pembagian warisan dengan cara tersebut. Jumhur ulama sepakat pembunuhan merupakan
salah satu penghalang kewarisan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis dan macam

yang menjadi penghalang tersebut. (Ahda Fithriani, 2015: 100-101)

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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lahir setelah eksistensi Peradilan agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan
lainnya yang merupakan hukum materiil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan. Tema utama penyusunaln KHI iallalh mempositifkaln hukum Islalm
di Indonesial yalng dijaldikaln pedomaln oleh palral halkim dallalm melalksalnalkaln tugalsnyal
sehinggal terjalmin aldalnyal kesaltualn daln kepalstialn hukum. Sebalb untuk dalpalt berlalkunyal
hukum Islalm di Indonesial, halrus aldal alntalral lalin hukum yalng jelals daln dalpalt
dilalksalnalkaln oleh alpalralt penegalk hukum daln malsyalralkalt. Dengaln lalhirnyal KHI
semual halkim di lingkungaln Peraldilaln Algalmal dialralhkaln kepaldal persepsi penegalkaln
hukum yalng salmal. (M. Yahya Harahap, 1999: 31-32). Kompilalsi Hukum Islalm terdiri altals 3
buku yalitu buku | tentalng perkalwinaln, buku Il tentalng kewalrisaln, daln buku Il tentalng
perwalkalfaln. Malsing-malsing buku terdiri dalri beberalpal balb yalng dirinci lalgi dallalm
beberalpal palsall.

Buku Il KHI tentalng kewalrisaln tergolong cukup singkalt dibalndingkaln buku Il tentalng
perkalwinaln kalrenal halnyal terdiri altals 44 palsall. Nalmun, terlepals dalri itu, dallalm buku Il
ini jugal cukup balnyalk menalwalrkaln terobosaln-terobosaln balru terkalit hukum kewalrisaln
untuk mengimbalngi kemaljualn zalmaln dengaln segallal kecalnggihaln teknologinyal.

Dallalm balb Il tentalng alhli walris, palsall 173 huruf al daln b berbicalral tentalng
penghallalng kewalrisaln yalng berbunyi: Seoralng terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah
membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b. Dipersalahkan
secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan
yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dalam huruf a
diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa
kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. (H.
Abdurrahman, 2010: 78).

PLAATSVERVULLING (AHLI WARIS PENGGANTI) DISEBABKAN HILANG
(MAFQUD) DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan mafqud terdapat pada
Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian
matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan
putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pada Pasal
171 huruf (b) KHI juga dikategorikan mafqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan.
Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup saat
kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui
domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat
diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan. (Saidul Iskandar, 2017).
Penetapan masih hidupnya mafqud berpegang pada kaidah wusul “Istishab al-ha/”
(mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai
keterangan yang menetapkan. (Amin Husein Nasution, 2014: 193).

Peraturan hukum kewalrisaln mengenali perkalral malfqud dallalm Buku 1l Kompilalsi
Hukum Islalm tentalng Kewalrisaln tidalk dialtur secalral spesifik menyebutkaln ketentualn
tentalng subyek walris malfqud, mengenali persyalraltaln altalu kriterial malfqud itu sendiri
sehinggal terdalpalt kesulitaln dallalm peneralpalnnyal. Nalmun palral Fugalhal bersepalkalt
balhwal yalng berhalk untuk menetalpkaln staltus balgi oralng hilalng tersebut aldallalh Halkim/
Pengaldilaln Algalmal/ Malhkalmalh Syalri’alh, balik untuk menetalpkaln balhwal oralng hilalng
tersebut telalh meninggall altalu belum. Malkal, halkim perlu menggalli, mengikuti daln
memalhalmi nilali-nilali hukum yalng berkembalng dengaln memperhaltikaln ketentualn
perundalng-undalngaln yalng telalh aldal sertal hukum Islalm yalng terdalpalt dallalm kitalb-kitalb
figh sebalgali alcualn daln rujukaln dallalm memeriksal daln memutus perkalral malfqud. Sesuali
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ketentualn paldal Palsall 10 Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng Kekualsalaln
Kehalkimaln menjaldikaln allalsaln balhwal halkim tidalk aldal allalsaln untuk menolalk perkalral
tersebut, sehinggal maljelis halkim tetalp berkewaljibaln untuk memeriksal permohonaln tersebut
meskipun dallalm Kompilalsi Hukum Islalm tidalk mengalturnyal secalral jelals.

Penentualn oralng hilalng/ malfqud dallalm Kompilalsi Hukum Islalm dialtur dallalm Palsall
96 tentalng pembalgialn halrtal bersalmal dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak kewarisan.
Dimana kedua pasal tersebut terdapat pernyataan “...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan™ atau penentuan status kematian secara hukumnya. Namun secara garis besar dalam
Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum mafqud disini tidak secara spesifik. Sehingga
dalam penentuan status hukumnya dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menolak
dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak
mengaturnya secara jelas. Maka untuk menggunakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan
Hakim di Pengadilan Agama, selain melihat syarat keadaan dan jangka waktu kadaluwarsa
menurut ketentuan ulama madzhab dan jangka waktu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Orang yang tidak hadir tersebut apabila kepergiannya dalam waktu yang cukup lama,
maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan suatu penetapan kepada Pengadilan Negeri
setempat, apabila harta tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota
keluarga. Ahli waris yang tidak hadir (afwezigheid), tetap mempunyai kewenangan hukum dan
kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, dengan dibuktikan adanya penetapan dari
Hakim Pengadilan Negeri.

Persamaan dan perbedaan ketentuan status kewarisan orang hilang/ mafqud perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata antara lain. Persamaan, perlu untuk menunggu
sampai kejelasan keberadaannya orang mafqud/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang
ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditangguhkan/
ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya adanya bukti-bukti dan
penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu
orang hilang (mafqud) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan
orang lainnya.

PENYELESAIAN WARIS BAGI AHLI WARIS MAFQUD MENURUT HUKUM WARIS

ISLAM

1. Ahli waris yang hilang menghijab Seluruh harta peniggalan di simpan, ahli waris selainnya
dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan mafqud jelas, jika benarbenar ia masih
hidup, maka berhak mengambil harta itu seluruhnya, apabila hakim menetapkan kematiannya
dengan mati hukmy maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar bagian
yang sudah ditetapkan untuk mereka.

2. Waris yang hilang tidak menghijab Mafqud sebagai ahli waris yang tidak menghijab ahli waris
yang lain, dan bersama-sama mewarisi, maka bagian mafqud saja yang ditahan, sedangkan
bagian ahli waris lainnya bisa dibagikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi
pada mafqud, maka ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau
selama belum ada penetapan mati hukmy ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari
dua perkiran, yakni perkiraan mafqud dalam keadaan hidup dan perkiraan mafqud dalam
keadaan meninggal. (Wahidah, 2014: 133- 134). Fugaha berpendapat bahwa dalam pembagian
waris mafqud, bagian yang akan diterima ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Penyebab
pertama ialah sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang
mewaris itu ialah “hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris” padahal hidupnya mafqud
masih diragukan. Penyebab kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya
kemungkinan tentang kematianya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris yang
lain. Bahaya itu harus di dasarkan pada prinsip agama Islam “Satu-satunya jalan untuk
menghindari bahaya bagi ahli waris yang lainnya ialah menganggap kematian mafqud”.
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4. KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk
mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus
diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam.

Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang
membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris
telah gugur disebalbkaln perbualtaln pembunuhaln tersebut. Pembunuhaln terhaldalp callon
muwalrrisnyal aldallalh perbualtaln yalng memutuskaln talli silalturralnmi di alntalral merekal
sebalgali keralbalt. Hubungaln kekeralbaltaln aldallalh sallalh saltu penyebalb terjaldinyal
hubungaln walris mewalrisi dialntalral muwalrris daln alhli walrisnyal.

daln perbedalaln ketentualn staltus kewalrisaln oralng hilalng/ malfqud perspektif
Kompilalsi Hukum Islalm daln Hukum Perdaltal alntalral lalin. Persalmalaln, perlu untuk
menunggu salmpali kejelalsaln keberaldalalnnyal oralng malfqud/ hilalng tersebut diketalhui
hinggal baltals walktu yalng ditentukaln, daln halrtal walrisaln altalu balgialn warisannya tidak
boleh dibagi, dengan ditangguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai
adanya adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada
ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (mafqud) baik menurut para ulama dan ketentuan
yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal
pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.
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